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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.     Latar Belakang Masalah 

    Produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali 

pegadaian.  Perum Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan yang dikelola oleh 

pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau 

pembiayaan atas dasar hukum gadai.  Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan 

dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi 

masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru 

bagi peminjam setelah melakukan pinjman di pegadaian. 

Instansi keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal,ipegadaian,idan 

lainnyaimenimbulkanibesarnya kebutuhan akan akuntansi, sehingga dapat 

mendorong pesatnya pertumbuhan bisnis di segala bidang baik di Indonesia 

maupun dunia.  Lembaga keuangan berbasis syariah yang saat ini cukup menarik 

minat di kalangan masyarakat adalah Pegadaian.  PT Pegadaian (Persero) Syariah 

adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa yang memiliki izin 

resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan atas 

dasar hukum gadai.   Peraturan  Pemerintah nomor 10 Tahun 1990, tanggal 10 April 

1990, menegaskan satu misi yang harus diemban dan diamanahkan oleh Pegadaian, 

yaitu mencegah adanya praktik pembiayaan yang berbau riba.   Peraturan dan misi 

yang sekaligus menjadiitonggak awalikebangkitan Pegadaian ini tidak berubah dan 

masih berlaku sampai terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 
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103 Tahun 2002 yang merupakan landasan PT Pegadaian (Persero) dalam 

pembiayaan keuanganisampaiisaat ini.i setelahimelalui kajianipanjang, akhirnya 

disusunlahisuatuikonsep pendirian untuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) 

menjadi langkah awal pembentukanidivisi khusus yang menangani kegiatan usaha 

syariah (Candra Priliana dan Nur Hisamuddin, 2015). 

Praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang mana 

Rasulullah SAW sendiri yang melakukan praktik ini sebagaimana yang dapat 

dilihat dalam hadist ini : “Nabi SAW pernah menggadaikanibaju besinya kepada  

orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata: “sungguh 

Muhammad ingin membawa lari hartaku”.  Rasulullah SAW, kemudian menjawab: 

“bohong! Sesungguhnya aku orangiyangijujuridiiatasibumi iini idanidi ilangit. iJika 

iengkau berikan amanat kepadaku pastilah aku tunaikan.  Pergilah kalian dengan 

baju besiku menemuinya”. (H.R iBukhariidaniiMuslim) (Khotibul Umam dan 

Setiawan Budi Utomo, 2017). 

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini didukung oleh kondisi 

penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan alasan bahwa 

pegadaian syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya lebih aman untuk 

melakukan transaksi karena semua dasar dan hukumnya berlandaskan pada hukum 

Islam.  Dengan begitu semakin banyak pula penawaran yang dilakukan oleh 

lembaga keuangan syariah perbankan maupun non bank untuk menarik minat dan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.  Terkadang sebagian 

masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai.  Untuk mengatasi 

kesulitan tersebut, di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan 
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barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya 

ke lembaga pembiayaan atau perbankan.  Barang yang dijaminkan tersebut pada 

waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. 

Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang 

dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha 

gadai. terkait pembiyaan rahn mengenai dalam realita kehidupan sosial ekonomi, 

seringkali masyarakat dihadapkanipadaikondisiidimanaikebutuhan iyang iharus 

mereka ipenuhi sangatlah iberagam, iakan itetapi iberbanding iterbalik idengan ialat 

pemuas kebutuhan iyang itidak iseimbang. iPada ikenyataannya imasyarakat 

dihadapkan pada ikondisi idimana imereka imemerlukan idana idalam bentuk 

sejumlah iuang tunai itetapi ipada ikondisi itersebut iyang imereka punya iyaitu 

berupa ibentuk selain iuang itunai i(barang).  iDalam isituasi seperti iitu ipastinya 

yang masyarakat iinginkan iadalah imendapatkan sejumlah iuang itunai idengan 

proses dan iwaktu iyang icepat. I  

Pilihan transaksi iyang idigemari ioleh imasyarkat dalam ikondisi iseperti 

iitu yaitu dengan icara imenggadaikan ibarang-barang berharga imilik imereka 

seperti imenggadaikan iemas.  Sesuai idengan islogannya “Mengatasi Masalah 

iTanpa iMasalah”, Pegadaian iSyariah ihadir idi tengah tengah masyarakat isebagai 

ipilihan ilayanan ijasa igadai iemas dengan iproduk pembiayaan iRahn i(gadai 

isyariah).  Dengan ilebih idari 600 ioutlet Pegadaian Syariah iyang itersedia idi 

iseluruh iIndonesia, memberikan kemudahan ibagi masyarakat idalam imelakukan 

itransaksi gadai idengan  prosedur ipengajuan gadai yang sangat mudah dan tanpa 

harus membuka rekening. (https)  
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Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip 

syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh 

melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya 

pemeliharaan barang jaminan (ijarah).  Dalam transaksi Gadai Syariah (Rahn) uang 

atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan 

tambahan atas hutang tersebut.  Jika dalam praktik gadai ternyata ada yang dibayar 

selain pokok pinjaman adalah uang administrasi dan pemeliharaan marhun bih, 

yang biayanya dihitung dari besaran nilai taksiran. Jika gadai dihitung berdasarkan 

“sewa” barang atau berdasarkan uang yang dipinjamkan maka gadai ini merupakan 

penyimpangan dari makna gadai dan termasuk transaksi riba (Habiburrahim, 2012). 

Pada idasarnya idalam imelakukan itransaksi igadai iemas isyariah, 

Pegadaian iSyariah imenggunakan idua iakad, iyaitu iakad irahn idan iakad  ijarah. 

Akad irahn iyang idigunakan ioleh ipihak iPegadaian iSyariah i(murtahin) disini 

dimaksudkan idengan imenahan ibenda iatau ibarang ibergerak i(marhun) milik 

nasabah i(rahin) isebagai ibarang ijaminan iatas ipinjaman ipembiayaan yang 

diterima ioleh inasabah.  iSedangkan iakad iijarah iyang idigunakan ioleh pihak 

Pegadaian iSyariah idimaksudkan isebagai ipenarikan ibiaya iatas ibiaya sewa 

tempat ipenyimpanan i(biaya iujrah) idan ipemeliharaan iatau iperawatan atas 

benda iatau ibarang ibergerak imilik inasabah iyang isudah imelakukan akad. 

Dimana iijarah isendiri imerupakan isuatu iakad ipemindahan ihak iguna (manfaat) 

atas isuatu iaset idalam iwaktu itertentu idengan ipembayaran isewa (ujrah) itanpa 

diikuti idengan ipemidahan ikepemilikan iaset iitu isendiri. I Sewa yang idimaksud 

adalah isewa ioperasi i(operating ilease).  (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 
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2009).  PSAK i107 idiberlakukan isecara iefektif imulai tanggal i1 iJanuari i2010. 

Penerapan istandar-standar iakuntansi itersebut idapat menjaga ikonsistensi, baik 

yang ibersifat internal imaupun ieksternal iperusahaan, bahkan iuntuk imenjamin 

kesesuainnya idengan isyariat iIslam. iDalam iFatwa DSN iMUI iNo. 26/DSN-

MUI/III/2002 itentang iRahn iEmas idijelaskan ipada ayat i2 ibahwa, iongkos idan 

biaya ipenyimpanan ibarang i(marhun) iditanggung oleh ipenggadai i(rahin). 

Kemudian ipada iayat i3 idijelaskan, iongkos sebagaimana idimaksud iayat i2 

besarnya ididasarkan ipada ipengeluaran iyang nyata-nyata idiperlukan. Dan pada 

ayat i4 idijelaskan ibiaya ipenyimpanan barang i(marhun) idilakukan iberdasarkan 

akad iIjarah. iKetentuan idalam pembiayaan iijarah iini iterdapat idalam iFatwa 

DSN iMUI iNo. i25/DSN MUI/III/2002 itentang iRahn iyang imana idisebutkan 

bahwa ibesar ibiaya pemeliharaan idan ipenyimpanan imarhun itidak iboleh 

ditentukan iberdasarkan jumlah ipinjaman. 

Pernyataan iStandar iAkuntansi iKeuangan iSyariah iNo.107 i(Revisi 2009) 

imerupakan istandar iakuntansi iyang idijadikan isebagai iakad pendamping 

mengenai iijarah iuntuk itransaksi iyang iberkaitan idengan isewa iujroh.  iDimana 

sewa iujroh iyang idimaksudkan iini imerupakan ibiaya iuntuk ipenyimpanan idan 

pemeliharaan ibarang ijaminan i(marhun ibih). iPernyataan iStandar iAkuntansi 

Keuangan iSyariah iNo.107 i(Revisi i2009) iini idijadikan isebagai iprinsip 

akuntansi iberlaku iumum. 
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Tabel 1. 1 

Data Jumlah Pembiayaan di Pegadaian Syariah Karawang pada tahun 

2019-2020 

No. KETERANGAN 2019 2020 

1. Rahn 292 orang 353 orang 

2. Amanah 5 orang 8 orang 

3. Emas 12 orang 12 orang 

4. Arum Haji - 3 orang 

Sumber: Pegadaian Syariah 

Mengenai sisa barang jaminan karena nasabah tidak begitu mengetahui 

bagaimana jika sudah jatuh tempo barang tersebut apakah hasil dari penjualan 

lelang tersebut apakah masih ada uang nasabah di pegadaian tersebut atau tidak dan 

mengenai pembiyaan dengan jaminan atau gadai bermasalah yaitu kredit macet ( 

kemacetan pembayaran ). 

Melihat ibanyaknya iminat imasyarakat iyang imenggunakan ipembiayaan 

gadai iemas isyariah idengan iakad ipendamping iijarah, imemberikan iurgensi 

tersendiri ibagi iperusahaan idalam imenjaga iloyalitas inasabah idan 

mempertahankan ieksistensi ikesyariahan iperusahaan ibaik iberupa iproduk 

maupun ilayanan ijasa iyang iditawarkan, ikhususnya ipada ibidang iakuntansi 

dalam iproses ipengakuan, ipengukuran, ipenyajian idan ipengungkapan. Sehingga 

idapat imenghasilkan iinformasi iakuntansi iyang itepat ibagi ipara informan, 

inamun itetap idalam ikonteks isyariah. iBerdasarkan ilatar ibelakang tersebut, 

ipenulis itertarik iuntuk imeneliti ipenelitian idengan ijuduli“ PENGARUH 

PEMBIAYAAN RAHN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH 
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BERDASARKAN PSAK 107 PEGADAIAN SYARIAH KARAWANG 

PERIODE 2020”. 

B.      Rumusan Masalah 

Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah idi iatas idapat idirumuskan 

ipermasalahan yang iakan idipecahkan idalam ipenelitian iini isebagai iberikut: 

1. Apakah jumlah perkembangan nasabah berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan nasabah berdasarkan PSAK 107 di Pegadaian Syariah? 

2. Apakah pembiayaan rahn berpengaruh terhadap tingkat kepuasan nasabah 

berdasarkan PSAK 107 di Pegadaian Syariah ? 

3. Apakah ada kesesuain pembiayaan rahn terhadap tingkat kepuasan nasabah 

dengan PSAK 107 di Pegadaian Syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang idan irumusan imasalah idiatas ipenelitian iini 

bertujuan iuntuk imengetahui: 

Untuk mengetahui gambaran pembiayaan di pegadaian syariah. 

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah perkembangan nasabah berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan nasabah berdasarkan PSAK 107. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan rahn berpengaruh terhadap 

tingkat kepuasan nasabah berdasarkan PSAK 107 di Pegadaian Syariah. 

3. Untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan rahn terhadap tingkat kepuasan 

nasabah dengan PSAK 107  Pegadaian Syariah. 
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D.      Manfaat Penelitian 

Berdasarkan ipenelitian iini idiharapkan idapat ibermanfaat ibagi iberbagai 

pihak. Sesuai idengan ijudul iyang iberkaitan, iadapun iyang imenjadi imanfaat 

dalam penulisan iskripsi iini, iyaitu isebagai iberikut i: 

1. Manfaat iTeoritis i 

Penelitian iini imemberikan idata isebagai ibukti iempiris idalam menambah 

wawasan idan ipengembangan iilmu ipengetahuan iyang berkaitan dengan iilmu 

akuntansi isyariah ikhususnya iakuntansi ijarah. 

2. Manfaat iPraktis i 

Penelitian iini idiharapkan idapat imemberikan imasukan ibagi instansi 

terkait dalam ipenerapan iPSAK iNo. i107 itentang iakuntansi iijarah yang 

kaitannya dengan iproduk igadai iemas isyariah. I Dan ihasil penelitian diharapkan 

dapat bermanfaat isebagai ibahan irefrensi ibagi peneliti selanjutnya di imasa 

mendatang untuk imenghasilkan penelitian iyang ilebih baik.


